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BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

TAHUN2020

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATIMAJALENGKANOMOR52
TAHUN2020 TENTANGPEDOMANPEMBERIANBANTUANLANGSUNGTUNAl
DANADESA BAGIKELUARGAMISKINTERDAMPAKPANDEMICORONAVIRUS

DISEASE 2019 (COVID-19)DI KABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menirnbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua 'Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020, maka perlu menyesuaikan ketentuan mengenai
jangka waktu penyaluran dan besaran Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa dalam Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 52 Tahun 2020 ten tang Pedoman
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi
Keluarga Miskin Terdampak Pandemi Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Majalengka
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 52 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberlan Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa bagi Keluarga Miskin Terdampak
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Majalengka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi
Keluarga Miskin Terdampak Pandemi Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Majalengka.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan 3
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) danfatau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan Iatau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

16. Peraturan 4
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16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1915);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020;

18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19),serta Pengamanan Daya BellMasyarakat dan
Perekonomian Nasional;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 14);

21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 47 Tahun 2019
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 47);

22. Peraturan 5
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22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2020
tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di
Biayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 48).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKEDUAATAS
PERATURANBUPATIMAJALENGKANOMOR52 TAHUN2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUANLANGSUNG
TUNAlDANADESA BAGIKELUARGAMISKINTERDAMPAK
PANDEMl CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Dl
KABUPATENMAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberlan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Keluarga Miskin
Terdampak Pandemi Coronauirus Disease 2019 (Couid-19) di Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 55)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 55
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 52
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
bagi Keluarga Miskin Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020
Nomor 58), diubah sebagai berikut:

Judul BAB V dan ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BABV
JANGKAWAKTUDANBESARANBANTUAN

Pasal5

(1) Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa disalurkan untuk jangka waktu
selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Apri12020.

(2) Besaran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa per bulan sebesar
Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Keluarga untuk 3 (tiga) bulan
pertama (April,Mei dan Juni Tahun 2020).

(3) Besaran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa per bulan sebesar
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan
berikutnya (Juli, Agustus dan September Tahun 2020).

(4) Bantuan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020
masih tersedia.

(5) Bantuan 6

!
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(5) Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana diatur
pada ayat (3) mengikuti data Penerima Bantuan sebelumnya, kecuali
diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.

(6) Perubahan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disahkan dengan Keputusan Camat dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2020 NOMOR71

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
.!!!!;~:H KABUPATENMAJALEN~KA'

DEDE SUPENANURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003
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